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Abstract: The threat of armed separatism in Papua is an acute threat that requires rapid 

response through access to accurate information. The Lawful Interception approach, as 

regulated in Law No. 17 of 2011 on State Intelligence, plays an important role in detecting and 

countering this threat. This research was conducted qualitatively through semi-structured 

interviews and literature studies. The focus of the research included the nature of the armed 

separatist threat in Papua, its implications for national security, and the Lawful Interception 

strategy in the detection process. The results of the study show that the Lawful Interception 

strategy plays an important role in intelligence operations in Papua, as it is able to produce 

information that can be directly used to detect and prevent actions by armed separatist groups. 

However, the success of the Lawful Interception strategy is highly dependent on institutional 

synergy to achieve operational objectives with the available means and resources. 
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Abstrak: Ancaman separatis bersenjata Papua merupakan ancaman akut yang membutuhkan 

penanganan cepat melalui akses informasi yang akurat. Pendekatan Lawful Interception, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, 

berperan penting dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman tersebut. Penelitian ini 

dilakukan secara kualitatif dengan wawancara semi terstruktur dan studi literatur. Fokus 

penelitian mencakup karakter ancaman separatis bersenjata Papua, implikasinya terhadap 

keamanan nasional, dan strategi Lawful Interception dalam proses deteksi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi Lawful Interception memegang peran penting dalam operasi 

intelijen di Papua, karena mampu menghasilkan informasi yang langsung dapat digunakan 

untuk mendeteksi dan mencegah aksi dari kelompok separatis bersenjata. Namun demikian, 
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keberhasilan strategi Lawful Interception sangat bergantung pada sinergi kelembagaan untuk 

mencapai tujuan operasi dengan cara dan sarana yang dimiliki. 

 

Kata Kunci: Lawful Interception, ancaman, keamanan nasional. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan lingkungan strategis global dan nasional menunjukkan bahwa karakter 

ancaman terhadap keamanan negara semakin kompleks dan bersifat non-tradisional (Prunckun, 

2015; Hoffman, 2007). Ancaman tidak lagi semata-mata diwujudkan dalam bentuk agresi 

militer konvensional, melainkan hadir melalui pola konflik asimetris, perang hibrida, serta 

aktivitas kelompok non-negara yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi. Dalam konteks Indonesia, salah satu ancaman keamanan yang masih berlanjut dan 

memiliki implikasi strategis adalah aktivitas kelompok separatis bersenjata di Papua (Widjojo, 

2013; McGibbon, 2010). Kelompok ini tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga 

memanfaatkan jaringan komunikasi tertutup, propaganda digital, serta dukungan lintas wilayah 

untuk mempertahankan eksistensinya. 

Upaya penanggulangan kelompok separatis bersenjata di Papua selama ini cenderung 

didominasi oleh pendekatan keamanan konvensional yang menitikberatkan pada operasi 

penegakan hukum dan militer. Meskipun pendekatan tersebut berhasil menekan intensitas 

kekerasan dalam periode tertentu, ancaman separatisme belum sepenuhnya dapat dieliminasi. 

Hal ini disebabkan oleh kemampuan adaptif kelompok separatis dalam memanfaatkan celah 

teknologi dan komunikasi untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Relevansi pergeseran 

strategi ini sejalan dengan penanggulangan ancaman asimetris lainnya di era digital. Dalam 

konteks keamanan nasional, metode penyadapan (wiretapping atau lawful interception) dinilai 

sebagai pendekatan yang paling efektif karena mencerminkan kerangka kerja operasional yang 

proaktif, bukan lagi sekadar sikap reaktif yang pasif (Artya et al., 2025). Dalam situasi 

demikian, intelijen memegang peranan strategis sebagai instrumen negara dalam mendeteksi 

dini, menganalisis, dan mencegah ancaman sebelum berkembang menjadi eskalasi konflik 

terbuka. 

Salah satu instrumen intelijen yang semakin relevan dalam menghadapi ancaman 

separatis bersenjata adalah Lawful Interception, yang dipahami sebagai bagian dari 

kemampuan intelijen modern dalam menghadapi ancaman berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi (Gill & Phythian, 2018). Lawful Interception merupakan mekanisme penyadapan 

komunikasi yang dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum, dengan tujuan 

memperoleh informasi strategis terkait aktivitas, jaringan, dan rencana aktor ancaman. Dalam 

konteks Papua, Lawful Interception dipandang memiliki potensi besar untuk mengungkap pola 

komunikasi dan jejaring kelompok separatis bersenjata yang selama ini sulit dijangkau melalui 

metode intelijen konvensional. Namun demikian, implementasi Lawful Interception juga 

menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun isu 

perlindungan hak asasi manusia. 

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konflik Papua dari perspektif 

sosial, politik, dan hak asasi manusia, sementara kajian yang secara spesifik mengkaji Lawful 

Interception sebagai strategi intelijen dalam menanggulangi ancaman separatis bersenjata 

masih relatif terbatas (Aspinall, 2011; Widjojo, 2013). Kondisi ini menunjukkan adanya celah 

penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam mengkaitkan aspek teknologi intelijen dengan 

strategi keamanan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

strategi Lawful Interception dalam menanggulangi ancaman kelompok separatis bersenjata di 

Papua serta implikasinya terhadap upaya menjaga keamanan nasional Indonesia. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang 

difokuskan pada ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua, karena pendekatan ini 

memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena keamanan yang kompleks dan 

kontekstual (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti 

untuk memahami secara mendalam dinamika ancaman, peran intelijen, serta implementasi 

Lawful Interception dalam konteks sosial dan politik yang kompleks. Studi kasus digunakan 

untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena separatisme bersenjata di Papua sebagai 

satu kesatuan peristiwa yang memiliki karakteristik unik. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang 

berasal dari unsur aparat keamanan, praktisi intelijen, akademisi, serta pihak-pihak yang 

memahami dinamika konflik Papua, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian 

kualitatif berbasis keamanan dan kebijakan publik (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Selain 

itu, data juga diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, 

dokumen kebijakan, laporan resmi, serta literatur ilmiah yang relevan. Observasi tidak 

langsung terhadap dinamika keamanan di Papua juga dilakukan melalui analisis laporan media 

dan sumber terbuka. 

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema-tema utama 

seperti karakter ancaman separatis bersenjata, peran intelijen, serta implementasi Lawful 

Interception. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi 

sumber dan metode, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua 

memiliki karakter yang adaptif dan terus berkembang. Kelompok ini memanfaatkan kondisi 

geografis Papua yang sulit dijangkau, dukungan jaringan lokal, serta teknologi komunikasi 

untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Pola komunikasi yang digunakan cenderung 

tertutup dan terfragmentasi, sehingga menyulitkan upaya penindakan apabila hanya 

mengandalkan operasi keamanan konvensional. Dalam konteks ini, intelijen berperan sebagai 

garda terdepan dalam mendeteksi dan memetakan ancaman secara dini. 

Lawful Interception muncul sebagai instrumen strategis yang mampu menjembatani 

keterbatasan pendekatan konvensional. Melalui penyadapan komunikasi yang dilakukan secara 

sah, aparat intelijen dapat memperoleh informasi penting mengenai struktur organisasi, pola 

pergerakan, serta rencana aksi kelompok separatis bersenjata. Informasi tersebut menjadi dasar 

bagi pengambilan keputusan strategis dan operasional, baik dalam konteks penegakan hukum 

maupun operasi keamanan terpadu. Dengan demikian, Lawful Interception berkontribusi 

langsung terhadap peningkatan efektivitas strategi penanggulangan separatisme bersenjata. 

Namun demikian, implementasi Lawful Interception tidak terlepas dari berbagai 

tantangan. Dari sisi regulasi, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum 

agar pelaksanaan Lawful Interception memiliki kepastian hukum dan mekanisme pengawasan 

yang jelas. Dari sisi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia dan teknologi intelijen perlu 

ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi yang digunakan 

oleh kelompok separatis. Selain itu, isu perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian 

penting, mengingat penyadapan komunikasi berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi 

apabila tidak dilakukan secara proporsional dan akuntabel. 

Analisis strategi Lawful Interception dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui 

kerangka Ends, Ways, dan Means. Tujuan strategis (ends) dari penerapan Lawful Interception 

adalah melemahkan dan menanggulangi ancaman kelompok separatis bersenjata di Papua. 

Cara yang ditempuh (ways) adalah melalui pemanfaatan teknologi intelijen untuk memperoleh 
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informasi strategis secara sah dan terukur. Sementara itu, sarana (means) mencakup perangkat 

hukum, kelembagaan intelijen, sumber daya manusia, serta teknologi pendukung. Keterpaduan 

antara ketiga unsur tersebut menjadi kunci keberhasilan strategi Lawful Interception dalam 

konteks keamanan nasional. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Lawful Interception merupakan instrumen strategis 

yang relevan dan diperlukan dalam menanggulangi ancaman kelompok separatis bersenjata di 

Papua. Dalam menghadapi ancaman yang adaptif dan berbasis teknologi, pendekatan 

keamanan konvensional perlu dilengkapi dengan strategi intelijen yang mampu mengungkap 

pola komunikasi dan jaringan aktor ancaman secara efektif. Lawful Interception memberikan 

kontribusi signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional 

aparat keamanan. 

Meskipun demikian, keberhasilan penerapan Lawful Interception sangat bergantung pada 

kejelasan regulasi, kesiapan kelembagaan, serta komitmen terhadap prinsip perlindungan hak 

asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas intelijen, 

dan mekanisme pengawasan yang akuntabel menjadi prasyarat penting agar Lawful 

Interception dapat berfungsi optimal sebagai bagian dari strategi keamanan nasional Indonesia. 
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